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ATURAN ETIKA DALAM PROFESIONALISME

SEORANG AKUNTAN PUBLIK
Rita Yuniarti*

ABSTRAK

Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profewonal yang tmggl pada setiap profesi
adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi,
terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap
kualitas jasa profesional menmgkat jika profesi mewujudkan standar kerja dan perilaku
vang haik.

tika Profesi merupakan perangkat prinsip, moral, atau nilai yang akan mengatur
hagainiana seharusnya individu bisa bersikap dalam menjalankan profesinya. Bagi akuntan
publik. penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit
dan jasa lainnya. Jika pemakai jasa tidak mempunyai keyakinan pada akuntan publik,
kemampuan profesional untuk memberikan jasa kepada klien dan mawarakal secara efektif
berkurang.

Persaingan vang sangat kuat dalam memperoleh klien membuat masyarakat dan pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan meragukan penugasan yang
dilaksanakan oleh akuntan publik. Unwik menjaga profesionalismenya para akuntan
mempunyai suatu aturan etika yang dibuat oleh organisasinya yaitu 1Al (lkatan Akuntan
Indonesia), sebagai rule dalam kegiatan profesinya. .

Jika aturar etika kompartemen akuntan publik bisa diteradg?}h dengan baik oleh para
akuntan publik, profesionalisme akuntan publik akan meningkat, karena para akuntan
publik dapat menjalankan setiap ketentuan dan berpert(”?%u sesuai standard yang berlaku
dan dapat melakukan tanggung jawab secara profesi. 91 Q

1. PENDAHULUAN S

Pertanggungjawaban perusahaan akag semua peristiwa ekonomi atau transaksi-
transaksi keuangan dirangkum ke dalam sﬁbuah laporan yaitu laporan keuangan. Laporan
keuangan disusun berdasarkan,catatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut.

Di daiam pencatatantransaksi ini mungkin terjadi suatu kekeliruan yang disebabkan
oleh faktor ku-rangnya pengetéhuan orang yang mencatatnya ataupun karena faktor
kecurangan yang disengaja.

Perkembangan globalisasi perekonomian Indonesia menyebabkan peningkatan pesat

tuntutan masyarakat atas mutu dan jems jasa profesi akuntan publik. Timbul dan
berkembangnya profesi akuntan publik di swatu negara sejalan.dengan berkembangnya
perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara ters ebut. -
Etika secara '"umum di-defenisikan sebagal perangkat prinsip moral atau nilai. Masing-
masing orang memiliki perangkat nilai, walaupun tidak dapat di-ungkapkan secara eksplisit.
Sedang-kan professional berarti tanggung jawab untuk berprilaku-yang lebih dari sekedar
memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi
undang-undang dan peraturan masyarakat.

Sebagai profesional, akuntan publik mengakm tanggung Jawabnya terhadap
masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi. Alasan yang mendasari
diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan
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kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yamg
dilakukan secara perorangan.

Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan
keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya. Jika pemakai jasa tidak mempunyai
keyakinan pada akuntan publik, kemampuan pro-fesional untuk memberikan jasa kepada
klien dan masyarakat secara efektif berkurang,

Kepercayaan masyarakat ter-hadap kualitas jasa profesional meningkat jika profesi
mewujudkan standar kerja dan perilaku yang baik. Peningkatan persaingan membuat para
akuntan publik menjadi sulit untuk berprilaku secara profesional karena banyak kantor
akuntan lebih berkepentingan untuk mempertahankan klien dan laba yang besar. Oleh karena
itu, penulis ingin mengemukakan sgjauh mana peranan etika profesi di dalam prof=si akuntan
publik.

2. Akuntan Publik

Kantor akuntan publik merupakan tempat penyediaan jasa oleh profesi akuntan publik bagi
masyarakat. Kantor akuntan publik melaksanakan kegiatan jasanya berdasarkan Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP). '
Mulyadi dan Puradiredja (1998, 46) memberikan definisi akuntan publik sebagai berikut:
“Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik, yang
menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (auditing,

atestasi, review dan jasa akuntansi).”

A3
3. Aktivitas Kantor Akuntan Publik ' ' ':\‘
Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macanLJasa bagi masyarakat, yang
digolongkan oleh Mulyadi dan Puradiredja (1998, 5-6@(6 dalam dua kelompok utama,
a

yaitu:

&\
c\\
3.1.Jasa Atestasi, \

Atestasi (attestation) adalah suatu pemya@an pendapat atau pertlmbangan orang yang
indepen-den dan kompeten g ap asersi suatu entitas sesuai, dalam hal yang
signifikan, dengan kriteria y 1gh ditetapkan.

Untuk laporan keuangan hisgorss, dsersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan
keuangan sesuai dengan p akantansi yang berlaku umum (generally accepted

accounting principles).

Jasa atestasi dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

a) Audifing;

Jasa audit mencakup perolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan
historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Dalam
hal jasa ini, akuntan publik selaku auditor memberikan keyakinan positif (posmf assurance)
atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis.

b) Pemeriksaan (examination);, . ' |
Istilah pemeriksaan digunakan®untuk jasa lain yang dihasilkan oleh akuntan publik yang
berupa pernyataan suatu pendapat tentang kesesualan asersi yang dibuat oleh pihak lain
dengan kriteria yang telah ditetapkan.

c) Review;

Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitis terhadap informasi
keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk mem-berikan kcyakman negatif atas asersi yang
terkandung dalam informasi keuangan tersebut. .

,‘g'ﬂ; «FOKUS, AGUSTUS 2003, VOL. 5 NO.1
S e e | Y



d) Prosedur yang disepakati (Agreed-upon procedures),
Jasa atestasi atas asersi manjemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan |
prosedur yang disepakati antara klien-klien dengan akuntan publik.

3.2. Jasa Non-atesiasi,

Jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak
memberikan svatu pendapat, keyakinan positif, ringkasan temuan, atau bentuk lain
keyakinan.

Jasa non-atestasi terdiri dari:

a) Jasa perpajakan;

Kantor akuntan publik menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pajak penghasilan dari
perusahaan dan perorangan, baik yang merupakan klien audit maupun yang bukan
merupakan klien audit, mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), perencanaan pajak dan bertindak mewakili kliennya dalai menghadapi masalah
perpajakan.

b) Konsultasi manajemen;

Jasa ini mencakup mulai dari pemberian rekomendasi sederhana mengenai pembenahan
sistem akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi pemasaran, pemanfaatan
instalasi komputer, dan konsultasi membuat suatu struktur organisasi yang baik.

¢) Jasa akuntansi dan pembukuan (Jasa kompilasi);

Akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi klie seperti pencatatan (baik
dengan manual maupun dengan komputer) transaksi akunt@s} bagi kliennya sampai dengan
penyusunan laporan keuangan. g

d).Syarat-syarat Menjadi Akuntan Publik di Indonesi \Q

Profesi akuntan publik seperti yang dikemukakancoleh Mulyadi dan Puradiredja (1998,
24) merupakan salah satu profesi yang ada diéﬁdbnesia. Profesi adalah suatu lingkungan
pekerjaan dalam masyarakat yang memerh;]@ svarat-syarat kecakapan dan kewenangan.
Untuk melindungi masyarakat dari praktikpraktik akuntan publik yang tidak semestinya,
pemerintah telah menga; akaian @&: akuntan dalam UU Nomor 34 tahun 1954,

Undang-undang ini men bahwa syarat-syarat seseorang untuk terjun dalam profesi
akuntan publik adalah:
1). Akuntan .harus sarj usan - Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri atau

mempunyai ijasah yang disamakan. Pertimbangan persamaan ini berada di tangan
Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijasah Akuntansi;

2). Akuntan tersebut harus terdaftar dalam register negara yang diselenggarakan oleh
Departemen Keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar akuntan dari
departemen tersebut;

3). Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntansi, biro akuntan,
atau nama lain yang memuat nama akuntan atau akuntansi hanya diizinkan jika pemimpin
kantor ataubiro tersebut dipegaug oleh seorang atau beberapa orang akuntan.

Disamping harus menjalani pendidikan formal sebagai akuntan seperti yang didtur dalam
UU No. 34 tahun 1954 tersebut, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup
dalam praktek akuntansi dan prosedur audit. Pendidikan formal akuntan publik dan
pengalaman kerja dalam profesinya merupakan dua hal yang saling melengkapi.

Untuk berpraktik sebagai akuntan publik di Indonesia, pemerintah mengeluarkan
peraturan mengenai pemberian izin praktik sebagai akuntan publik yang terdapat di dalam
Keputusan Menteri Keuangah Republik Indonesia Nomor 43/KMK017/1997 tanggal 27
Januari 1997 tentang jasa akuntan publik, bahwa:
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1). Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk
menjalankan pekerjaan akuntan publik.

2). Kantor akuntan publik, selanjutnya disebut KAP, adalah lembaga yang memiliki izin dari
Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik untuk menjalankan pekerjaannya;
KAP dapat berbentuk usaha sendiri atau usaha kerjasama.

3). Akuntan publik menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa audit umum, audit
khusus, atestasi dan review.

4). Akuntan publik dapat pula mer, Jalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa konsultasi,
perpajakan, dan jasa-jasa lain yang ada hubungannya dengan akuntansi.

5). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam point (1), akuntan yang
bersangkutan wajib mengajukan pernmohonan tertulis kepada Dirjen Lembaga Keuangan u.p
Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dengan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

(a) Berdomisili di wilayah Indonesia;

(b)Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAl);

(c) Menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia kompartemen Akuntan Publik;

(d) Telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan
reputasi baik di bidang audit.

3.3.Pendidikan Akuntan Publik ,\’\\

Persiapan yang diperlukan untuk menjadi seorang akuntan pul hk dapat melalui beberapa
cara, seperti yang dikemukakan oleh Bambang Budi Tresno (.1 9) yaitu:

1) Jalur pendidikan formal O

Dalam jalur pendidikan formal kesuksesan setiap calomﬂ*untan publik sangat tergantung
pada proses belajar mengajar di kampus, hal ini befarti dalam proses belajar mengajar
membutuhkan kerjasama yang baik antara mahasns@é‘ dengan dosen.

2) Jalur pendidikan informal

Se;alan dengan pendidikan fo endldlk@ﬁnfonnal dapat digunakan sebagai penunjang
dalain melakukan persiapan dig dntik menjadi akuntan publik yang bisa bersaing dalam era
globalisasi. Pendidikan info yapg dapat ditempuh antara lain: kursus bahasa, kursus
brevet pajak dan dengan mengtkutiFberbagai seminar.

3) Jalur profesi

Jalur profesi ini ditempuh oleh setiap akuntan publik yang telah menempuh sarjana strata 1
Jjurusan akuntansi. Jalur profesi in: ditempuh melalui cara-cara sebagzi berikut:

(a) Menempuh pendidikan profesi akuntan. Program ini merupakan syarat seorang akuntan
publik untuk memperoleh nomor register akuntan negara dan kepadanya diberikan gelar
sebutan Akuntan (Ak). Dalam menempuh pendidikan profesi akuntan dibutuhkan waktu
sekitar satu sampai dua semester.

(b)Menempuh Ujian -Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), dan kepada akuntan yang lulus
USAP ini diberikan gelar BAP (Bersertlﬁkat Akuntan Publik) atau CPA (Certified Public
Accountant).

3.4.Profesi akuntan Publik

Menurut Bambang Budi Tresno dalam artikelnya yang berjudul “Profesi Akuntan
Publik: Peluang dan Tantangan Karir di Masa Depan” (1999), profesi akuntan publik dalam
pemberian jasanya harus memberikan jaminan bahwa pendapat yang dikeluarkannya bisa
dipercaya dan tidak menyesatkan pemakainya.




Akuntan publik adalah suatu profesi yang saat ini dihadapkan pada suatu
lingkungan yang benar-benar baru. Kondisi lingkungan ini akan terus berubah. Perubahan
lingkungan yang terjadi harus diatasi oleh seorang akuntan publik dengan baik, sehingga
akuntan publik bisa survive atas setiap perubahan yang terjadi.

Saat ini profesionalisme akuntan publik banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak,
apalagi setelah krisis ekonomi melanda Indonesia yang ineng-haruskan akuntan publik bisa
menunjukkan bahwa dirinya adalah akuntan publik yang profesional.

Seorang akuntan publik yang profesional adalah yang selalu men-junjung tinggi
aturan-aturan profesi yang disusun oleh komite Ikatan Akuntan Indonesia, kode etik tersebut
dibuat untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan terutama akuntan publik.

Kondisi krisis moneter yang dialami Indonesia sekitar bulan Agustus 1997 membuat
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Beberapa kalangan
menuding akuntan publik sebagai penyebab krisis moneter yang dialami Indonesia. Mereka
menganggap bahwa akuntan publik hanya melakukan audit berdasarkan bukti formal bukan
berdasarkan bukti materiil, sehingga praktek mark up tidak dapat ditemukan dan
diidentifikasikan selama proses audit berlangsung. Selain itu masyarakat pun menganggap
bahwa opini yang diberikan oleh akuntan publik tidak dapat dipercaya kebenarannya, hal ini
dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang diperiksa oleh akuntan publik dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian mengalami kebangkrutan beberapa bulan setelah laporan
audit diterbitkan. ' ‘

Seorang akuntan publik harus bisa memulihkan dan menjaga kredibilitasnya di mata
masyarakat. Berbagai kondisi yang terjadi belakangan ini me@buat posisi akuntan publik
menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan berbagai>usaha untuk meningkatkan
kemampuan seorang akuntan publik yaitu dengan r\xke'mngkatkan profesionalismenya,
kemampuan dalam teknologi informasi, ilmu pen@é}\uan di bidang akuntansi serta
meningkatkan skill sgorang akuntan publik. o\

(%Y

L3
3.5. Aturan Efike Kompartemen Akunitan Publik

Kebutuhan untuk penjabaran lebikl\fg'ﬁuh dari kode etik yang berlaku me-ningkat
karena banyaknya pertany. ang di%@hn oleh para akuntan praktisi mengenai perilaku
etika profesional.

Komite Kode Etik ymenyusun pernyataan ini berdasarkan ke-sepakatan dari
komite. yang terutama otakan unsur-unsur akuntan publik, akuntan manajemen,
akuntan pemerintah maupun-akuntan pendidik. Sebelum pernyataan tersebut difinalkan
untuk disahkan oleh kongres, terlebih dahulu diajukan kepada tokoh-tokoh penting profesi,
untuk ditanggapi. Setiap pe-nyimpangan dari kode etik perilaku akuntan harus dipertang-
gungjawabkan kepada Badan Pengawas Profesi Akuntan  Publik ataupun Dewan
Pertimbangan Profesi IAL

Aturan etika kompartemen akuntan publik disahkan tanggal 5 Mei 2000. Sesuai
dengan anggaran rumah tangga IAI bahwa pemberlakuan etika kompartemen harus
mendapatkan pengesahan oleh rapat anggota kompartemen. Oleh karena itu, aturan tersebut
mengikat bagi seluruh anggota kompartemen. Aturan etika ini dimaksudkan untuk
memberikan pedoman bagi selyruh anggota dalam melaksanakan tanggung jawab
profesionalnya.

Namun ketaatan terhadap kode etik ini terutama tergantung dari pemahaman anggota
terhadap aturan etika tersebut dan tindakan yang sukarela untuk menerapkannya. Selain itu
juga tergantung dari pemahaman anggota pada tindakan penegakannya (enforcement) yang
direprcsentasikan dengan akuivitas peradilan bagi anggota yang melanggar aturan etika
tersebut. Aturan etika kompartemen akuntan publik terdiri dari peraturan mengenai:
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3.5.1. Independensi, Integritas dan Obyektifitas
3.5.1.1. Independensi
Menurut Ikatan Akuntan Indomesia (IAI) melalui Standar Profesional Akuntan
Publik menyatakan bahwa:
“Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melak-sanakan pekerjaannya
untuk kepentingan umum. Dengan demi-kian ia tidak dibenarkan memihak pada
kepentingan siapapun.”

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu memper-tahankan sikap
mental independen di dalam memberikan jasa profesionalnya. Sikap mental independen
tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facf) maapun dalam penampilac (in
appearance).

3.5.1.2. Integritas dan obyektifitas
Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan
objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh
membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau
mengalihkan pertimbangannya kepada orang lain. Etika profesi memberikan defenisi
obyektifitas dan integritas adalah sebagai berikut:
“Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas
merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dalam tatanan
nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam mengujl semua kﬁ)utusannya Integritas
mengharuskan auditor dalam segala hal jujur dan ber-tq‘us terang dalam batasan
kerahasiaan objek pemeriksaan.”
“Objektifitas adalah suatu keyakinan kualitas yang mcm&rlkan nilai bagi jasa/pelayanan
auditor. Obyektif merupakan salah satu ciri yang mgmbedakan profesi akuntan publik

dengan profesi-profesi yang lain. Prinsip obye menetapkan suatu kewajiban bagi
auditor untuk tidak memihak, jujur secara intel&ighral, dan bebas dari konflik kepentingan.”
\\<

3.52. Standar Unuos Dan PN Akunfinsi
3.5.2.1. Standar umum |
a) Kompetens; profesional
Anggota KAP hanya S melakukan pemberian jasa:profesional yang secara layak
(raaswwble) dlharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesionai.
b) Kecermatan dan keseksamaan profesional
Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan
keseksamaan profesional.
c) Perencanaan dan supervisi
Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap
pelaksanaan pemberian jasa profesional,
d) Data relevan yang memadai
Anggota KAP wajib meniperolek data relevan yang memadai untuk menjadi dasar
yang layak bagi kesunpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan Jasa
profesionalnya.

3.5.2.2. Kepatuhan terhadap standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugdsan jasa auditing, atestasi, review,
kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lain-nya, wajib mematuhi
standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI
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4. Prinsip-prinsip akuntansi
Anggota KAP tidak diperkenankan menyatakan pendapat bahwa laporan yang,
diauditnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau me-nyatakan bahwa
tidak ditemukan perlunya modifikasi material terhadap laporan agar sesuai dengan prinsip
akuntansi, bila iaporan memuat penyimpangan dari priasip akuntansi.
4.1. Tanggung Jawab Kepada Klien
4.1.1. Informasi klien yang rahasia
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia,
kecuali atas ijin klien; untuk mematuhi peraturan; dan untuk keperluan review mutu atan
penyidikan/penegakan disiplin anggota oleh (AL
4.1.2. Fee profesional
4.1.2.1. Besaran fee dapat bervariasi tergantung antara lain: resiko penugasan, kompleksitas
jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional
lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara
menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.
4.1.2.2. Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan uniuk pelaksanaan suatu jasa profesional
tanpa adanya fee yang akan dibebankan. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk
menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi
independensi. :
(A
4.1.3. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi S‘
1) Tanggung jawab kepada rekan seprofesi *\5
- Memelihara citra profesi A\Q
- Tidak merusak reputasi rekan seprofesi =~
2) Komunikasi antar akuntan publik <%
5 Wajib komunikasi dengan predecessor itor
- Predecessor wajib menanggapi secaieﬂ‘ertuh.,
3) Perikatan (pen an) atesf
Akuntan publik fi perkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis
atestasinya dan pgriofenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan
yang lebih dahulu ditm klien, kecuali apabila perikatan trsebut untuk memenuhi
ketentuan perundang-vndangan.

=l |

4.1.4. Tanggung Jawab Dan Praktik Lain

1) Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan
Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau meng-ucapkan
perkataan yang men-cemarkan profesi.

2) Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya
Anggota dalam menjalankan praktik akuntan pubhk diperkenankan mencari
klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan
pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

" 3) Bentuk organisasi dan nama KAP

- KAP bentuk usaha sendiri; nama K AP adalah akuntan publik yang
bersangkutan.

- KAP bentuk kerjasama; nama KAP sebanyak-banyaknya 3 orang rekan KAP
yang bersangkutan.
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5. PENUTUP

Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi
terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat
akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.

Alasan paling utama diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap
profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan
profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut.

Bagi akuntan publik penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan
atas kualitas audit dan jasa lainnya, karena akuntan publik memainkan peranan sosial yang
penting, manajemen KAP dan staf profesional dituntut untuk berprilaku secara pantas dan
melaksanakan jasa audit dan jasa lainnya dengan kualitas tinggi.

Cara-cara profesi dan masyarakat mendorong akuntan publik bekerja dengan standar
yang tinggi serta meningkatkan profesional akuntan publik dapat dilihat pada gambar 1 di
bawabh ini:

Gbr 1. Cara akuntan publik bersikap profesional

Pengendalian
Mutu

Kewajiban
Hukum

Sikap Personil _
Aluntan 5
Publik &

e
&

Review Divisi

R W EAYN

/ Kode Etik
- Pofesi et

Aturan etika kompartemen akuntan publik diharapkan dapat menjadi acuan bagi
akuntan publik dalam melaksanakan tugas profesinya. Aturan etika akuntan publik
merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang menyeluruh agar semua pihak
yang berkepentingan pada jasa akuntan publik dapat dilindungi terhadap segala perbuatan
akuntan publik secara individu yang tercela dan tidak bertanggung jawab.

Jika aturan etika kompartemen akuntan publik diterapkan dengan baik oleh akuntan
publik secara individu dapat meningkatkan profesionalisme seorang akuntan publik. Hal
tersebut terjadi karena seorang akuntan publik dapat me-lakukan setiap ketentuan, berprilaku
sesuai standar yang berlaku, dan dapat melakukan tanggung jawab secara profesi. Seorang
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akuntan yang professional menguntungkan masyarakat, para pemakai jasa akuntan dan
pribadi akuntan itu sendiri.
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